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BAB IV 

PENUTUP 

 
4.1 Kesimpulan 

1) Dari hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa upaya penertiban tarif 

parkir yang dilakukan pemerintah Kota Madiun dalam hal ini Dinas 

Perhubungan Kota Madiun adalah sebagai berikut : 

a) Melakukan teguran secara lisan 

Dinas perhubungan Kota Madiun dalam menanggapi pelanggaran parkir 

yang dilakukan para oknum juru parkir, pertama akan melakukan 

investigasi yang dilakukan oleh Dept.UPTD khusus parkir guna 

memeriksa secara langsung lokasi dan memberikan peneguran secara 

lisan. 

b) Melakukan peneguran secara tertulis 

Peneguran terakhir secara tertulis akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan 

Kota Madiun jika pelanggaran masih tetap dilakukan oleh oknum juru 

parkir setelah diberikan peneguran secara lisan. 

c) Mencabut izin menyelenggarakan parkir 

Pencabutan izin menyelenggarakan parkir akan dilaksanakan oleh Dinas 

Perhubungan Kota madiun jika oknum juru parkir tetap melanggar 

ketentuan parkir setelah peneguran-peneguran secara lisan dan tertulis. 
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2) Dalam pelaksanaan upaya penertiban tarif parkir di Kota Madiun, terdapat 

beberapa kendala yang juga harus diperhatikan oleh Dinas Perhungan yaitu ; 

a) Kendala dari keterbatasan jumlah SDM dishub 

upaya hukum penertiban tarif parkir ini juga dipengaruhi oleh sumber 

daya manusia (SDM) dari Dinas Perhubungan Kota Madiun, sehingga 

pengawasan sangat minim terhadap para juru parkir. 

b) Kendala dari masyarakat pengguna jasa parkir 

Pelanggaran-pelanggaran parkir bisa terjadi dikarenakan kurangnya 

kesadaran hukum dari anggota masyarakat sebagai juru parkir terhadap 

ketentuan peraturan yang berlaku. karena bentuk pelanggaran tarif parkir 

yang kecil sehingga masyarakat menganggap sepele hal tersebut dan tidak 

mau melaporkan kepada pihak berwenang sehingga pelanggaran tersebut 

menjadi kebiasaan dan terus-menerus terjadi. 

c) Kendala dari kesadaran hukum juru parkir 

Pelanggaran-pelanggaran parkir ini terjadi karena kurangnya kesadaran 

hukum dari para juru parkir sehingga pelanggaran-pelanggaran terus 

terjadi. Karena minimnya pengawasan dari pemerintah, sehingga para 

oknum juru parkir bertindak semena-mena dengan melanggar ketentuan-

ketentuan peraturan yang ada. 
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4.2 Saran 

1) Dalam upaya penertiban tarif parkir di tepi jalan umum kedepannya Dinas 

Perhubungan Kota Madiun harus lebih kreatif agar dapat memberikan inovasi 

dengan banyak menitik beratkan pada adanya langkah preventif yang 

dilakukan, artinya bahwa sebelum dikeluarkannya izin menjadi juru parkir 

dan penentuan lokasi parkir di tepi jalan umum, para juru parkir sudah 

seharusnya dibekali dengan pelatihan awal dan berkelanjutan.  

2) Dalam melakukan upaya penertiban terhadap para pelanggar parkir, Dinas 

Perhubungan Kota Madiun, para juru parkir dan masyarakat pengguna parkir 

diharapkan : 

a) Pemerintah diharapkan menambah personil SDM untuk Dinas 

Perhubungan Kota Madiun. Dinas Perhubungan Kota Madiun diharapkan 

membentuk tim khusus yang bertugas untuk melakukan pengawasan 

terhadap perparkiran di Kota Madiun agar penyelenggaraan perparkiran di 

Kota Madiun bisa berjalan dengan tertib dan taat hukum 

b) Masyarakat pengguna diharapkan lebih sadar dan ikut andil dalam 

penertiban tarif parkir, dengan melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi 

dengan tidak mengabaikan begitu saja setiap pelanggaran yang terjadi 

sehingga kesadaran akan hukum dapat terwujud. Selain itu Dinas 

Perhubungan Kota Madiun harus lebih menekankan sosialisasi kepada 

masyarakat dalam hal peraturan daerah mengenai perparkiran agar 

masyarakat mengerti dan memahami tentang pentingnya penertiban 
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parkir, dan memberikan akses mudah dalam hal melaporkan jika terjadi 

pelanggaran yang dilakukan juru parkir kepada pemerintah. 

c) Para juru parkir diharapkan selalu taat akan peraturan yang berlaku dan 

tidak sewenang-wenang dalam melakukan pelanggaran parkir agar tercipta 

kebaikan dan kenyamanan bersama. Dinas Perhubungan Kota Madiun 

juga diharapkan harus memperhatikan para juru parkir ini dengan 

memberikan pembinaan dan edukasi yang berkala kepada masyarakat 

sebagai juru parkir. Selain itu, pihak Dinas Perhubungan juga harus 

memberikan pengawasan yang ketat dan konsisten kepada masyarakat 

sebagai juru parkir sehingga para juru parkir pun enggan melakukan 

pelanggaran ketentuan parkir. 
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